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‘BERITA ACARA KESEPAKATAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

TANGGAL 12 AGUSTUS 2021

KANTOR SAMSAT MANOKWARI - PROVINSI PAPUA BARAT

Pada harl Inl KAMIS Tanggal DUABELAS Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU

DUA PULUH SATU

bertempat di Kantor SAMSAT Manokwari, telah dilakukan

Forum Konsullasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Kesamsatan dengan hasil

kesopakatan sebagai berikul :

1. Jenis Pelayanan
(PKB) tahunan.
2. Jenis Pelayanan
(PKB) tahunan.
3. Jenis Pelayanan
4. Jenis Pelayanan
5. Jenis Pelayanan

: Pengesahan STNK Setiap Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor

. Perpanjangan STNK 5 Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor

: Pendaftaran Kendaraan Baru
: Pendaftaran Bea Balik Nama (BBN-KE II).
* Pendaftaran Rubah Bentuk Ganti Wama (Rubentina), Ganti

Nomoar Polisi (NOPOL), Rubah Sifat (Wama TNKB), Rubah Alamat, dan semua

modifikasi kendraan bermotor.

6. Jenis Pelayanan

7. Jenis Pelayanan

8. Jenis Pelayanan
antar Samsat.

9. Jenis Pelayanan :

antar Samsal.

10.denis Pelayanan :
11..Jenis Pelayanan :
12. Jenis Pelayanan :

13. Jenis Pelayanan :

r Pendaftaran Duplikat STNK.
: Pendaftaran Duplikal BPKB.
: Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan antar Provinsi maupun

Pendaftaran Mutasi Keluar Kendaraan antar Provinsi maupun

Pendaftaran DUMP/Lelang/Hibah.

Layanan Frive Thru

Layanan Samsat Keliling/Samsat Payment Point
Layanan Konsultasi dan Pengaduan

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini untuk dapat digunakan dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.
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PENYELENGGARA FKP PELAYANAN PUBLIK -

Charles H.P . Hutauruk, SE. MM
Kepala Badan Pendapalan Daerah
Provinsl Papua Baral

Arvian R, Yudhawan, S,Sos

Kepala Parwakilan Jasa Raharja Mkw
Sri Suryantl, S. Sos. MM

Salrrataris Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua Baral

Shuban s. Ohoimas

Ditlantas Polda Papua Barat

Kandek Teddy
Ditlantas Polda Papua Barat

Siti Muayah
Kepala UPT Manokwari

o

i3

Sunaryo, S.Pd
Kepala UPT Kota Sorong

Luther Pakiding
Kepala UPT Aimas Sorong

Yusak Ullo , S.Sos.
Kepala UPT Fakfak

Andi Kusuma ST M

Lefran Pararaway, 5.Pd
Kepala UPT Bintuni

12.

Maurits Thesia
Kepala UPT Sorong Selatan

13.

Mohamad Adhi
Kepala UPT Raja Ampal

13,

14.

Puji Wahana
Kepala UPT Teluk Wondama

o

ntas F‘nlda

Kepala Badan Pendapatan Daerah
a Provinsi Papua Barat

‘}?(&%

Ditetapkan di : MANOKWARI
Pada Tanggal: 12 AGUSTUS 2021'

Kepala Perwakilan
Jasa Raharja Manokwari

1ARJA

MANOKWARI

aydian K.SIK Charles H.P. Hutauruk, SEMM ~ArvianR. Yudhawan.S.Sos

Q7776

NIP. 196302211983031001

NPP. 830923369
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PENGOUNA PELAYANAN PUBLIK
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1.Jenis Pelayanan . Pangosbhan STNK Setlap Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
tahunan

NO |  Komeowen | URAIAN
1 Dasar Hukum =  Pagraturan Presiden Republik Indonesia’ Nomor 5 Tahun 2015

tentanyg Panyelenguaraan Sistem Administrasi Manunggal Salu Atap
Kendaraan Bermaotar

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1937 tentang
Pengrimaan Negara Bukan Pajak

- Undang - Undang Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

= Undang —Undang Republik Indonesia Nemar 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

= Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2809,
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembavaran, dan Penvetoran
Panerimaan Megara Bukan Pajak yang Terutang
Peraturan Femerintah Republik [ndonesia Nomor 60 Tahun 2016
tontang lenis dan tarif atac janic Penerimaan Nogara bukan Pajak
yang berlakd pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Kapolri Nomar 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan. /[
idontifikacl Mandarass Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Sermotor dan Bed Balik lama Kendaraan Bermotor tahen 2013

= Undang = undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 f
1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
serta Aspransi Tanggung Jawab menurut Hukuem terhadap pibak
kstipa

- Undang = Undang Republik Indonesia Nomor 34 [ 1964 jo PP 18 [
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas falan
Peraturan Menter| Keuangan Mo.16 / PMK.010 / 2017 tentang Bassr
Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Feputusan Bersama DPD Organda Proviosi Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persero Nomor P/ 7 / 5P / 2017 dengan Nomor SEEP 1/
DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetanan Tarif
Borongan luran Wajib Kendaraan Barmotor Umum

2. | Persyaratan - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya
{sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK
dan PK8)
Surat keterangan domisili bagl Wajlb Pajak vg ber KTP di luar samsat
setempat
- Fototopy STNK {Surat Tanda Nomor Kendaraan | 1 lembar
sertakar Aslinya -
- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Psjak

Dipindai dengan CamScanner




Sistem, Mekanisme dan - Walib Pajak datang menuju loket informasi / loket 1 / Loket

Prosedur Pendaftaran '
Wajib Pajak melengkapl semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas
Petugas memberikan Formullr Pendaftaran dan wajib dl isl oleh
Wajib Pajak _
Waljib Fajak mengembaiikan Formulir pendaftaran yang telan diisi
dan di tanda tangani beserta semua persyaratan vang telah di
erosscek oleh petugas dan setelahnyd mendapatkan notior antrian
Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu
yang telah disizpkan
Surat — surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari
pengambllan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip,
pendaftaran  ulang kendarasn Bermotor, penetspan surat
perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data' dan
biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.
Wajib Pajak membayar bisya PKB dap IWKBU {bagi kendarsan Roda
4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis
Mabil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir

- Walib Pajak mengambit SXPD / Notice Fajak yang bare pada Loket 2
Jloket Pencetakan Motice Pajak
Wajib Pajak yang mengurus Kendarszan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
jeris mobil beban Umibin maupun pribadi, mengambil resi bultd
pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharija
Wallb' Pajak membawa STNE ke Loket Pendaftaran dengan
menunjukkan SRPD [/ Notice Pajak yang baru untuk di berkan
Hologram atau cap dan tanda tangan petugas sebagal pengesahan
dengan menunjuikan SKRD yang baru

langks Waltu faksimal 30 Menit
Pelayanan {setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
Biaya [ Tarif = Sesuai NJKB Kemendagrl

Sesual tarlf PNEP Kepaolisian
Sesual tarif SWEKLL] dan \WEBU Jasa Rabarja
- Sesual tarlf AKDP Jasa Raharla Putera

Produk Pelayanan - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Resi |\WHBL

Resl AKDP

Halagram atan cap bertandatangan untuk Pengasahan STNE

B8 Dipindai dengan CamScanner



Sarana Prasarana [ - Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak
Fasilitas = Tempat Parkir Khusus Pegawal
- Tempat Parklr Khusus Disabilitas
- Tempat Cuci Tangan,
Ruang Tungpu
Kursi tunggu wajib pajak
Ruang tamu terbuks
Meja dan kursi untuk mengisi formulir
Set Kemputer
Tolavisi
] Internet
- Mesin Fotocopy
- Jalan untuk disabilitas [ Step Ramp
- Kursi roda
- Tollet umum
Tollet Khusus Disabilitas
Alat pemadam kebakaran |
- Coffee Corner, Alr mineral dan permen |
Sudut baca (Buku bacaan [ Koran / miajaiah)

Ruang Laktasi
- Area berrmain anak
- Mushola
- AreaMerakok
Kantin
Box Chorge Hondphone
Genset
Ium|ah Palakeana B (Dlanan) Orang Patugas
- Pendaftaran :1 Orang
Penetapan :1 Orang
Pembayaran ;1 Orsng
Pencetakan Notice : 1 Orang
Fengarsipan 21 Orang
Werifikator $30rang
Kompetens| Pelaksana - Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikut] Sertifikasi

Fetugas Penerbit STNK, BPKE dan Cek Fisik

- Anggola Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikutl Pendidikan
Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi

- ASN yang telah menglkuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan |
sertifikat

Dipindai dengan CamScanner



100

laminan Pelayanan

Pelayanan Capat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan '

Motto, Visl dan Misi

Kepastian biaya sesual NIKB Permendagrl, PNBP Kepolisian,
Tarlf dasar SWDKLL dan IWKBU Jasa Raharja,

Tarif dosar AKDP Jasa Reharja Futera

lefas S0P nya

SDM yang kompeten dibidananva

Melayani dengan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Anaratur Samsat

11,

laminan kReamanan dan
keselamatan Pelayanan

Himbauan "tanpa cala™

Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SKPD mengounakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang
memiliki Momor register berurut dan dicetak 5 rangkap (a5l untuk
Waljlb Pajak, lembar merah untuk arsip penstapan, lembar hijau
untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar
Kunlig untuk arsip dalam setiap berkas Rendaraan Bermotor)
dibubuhi tandatangan team Pembina samsat

Resi IWKEU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo lasa
Raharja dalam Rangkap dua (ash untuk Wajib Pajak, Lembar kedua
unituk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah Instansi

Setelah pembayaran PKB, STNK di sahkan dengan Hologram atau
Cap danTanda tangan Basah oleh petugas

12,

Pengawasan internal

Pengawasan dar tean Pembing samsalyalty

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

¥epala Perwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantar Cabang
Utama Bank Fapua

Pengawasan darl Itwasda Palda Papua Barat

Pengawasan darl Inspektorat Provinsi Papua Barat 1
Pengawasan Penetapan MJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Prov. Papua Barat

Dipindai dengan CamScanner




13. | Penanganan - Kotak Pengiﬂuan

Fengaduan, - Surat dengan alamat Jl. Sufarwo Condronegoro,5H Sanggeng
Saran dan Masukan - Email : Samsatmanokwarl PE@E gmail.com
< Telp: (098R)221228%
Whatsapp : 081247530866

iiedsos Facebook : Samsat Manokwarl

Website : http.//samsat-manokwari.com

SPAN LAROR Papua Barat: https/flapor.go.id
Aplilcast E-Syiap Mansinam
Tatap Muka cengan Petugas Loket atau Pejauat terkait

14. | Evaluasi Kinerja = Survey Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Ritpat lternal semua instarsl torkait scifap 5 {Enam) bulart sekall
Rapat tupoksl dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)

bulan sekall
tvaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarasal dan Pencapaian larget
setiap bulan
!
15. | Iam Pelayanan = lam Kantor 08.00- 15.00 Wit

- Jam Pelayanan 0800 - 14.00 Wit

16. | Masa Berlaku 1 (Satu) Tahun

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan
PoRiPapua Barat p ﬁf‘ﬁutml Papua Barat Jasza Raharja Manokwari
= s P "'-\.\ P

; , g II Lk /ﬁlm]a

'\féi] - MANOKWARI
50:40,5.1,!: CHARLES H . P HUTAURUK,SE, MM ARVIAN RIZA YUDHAWAN, 5.505
VAP, 72060306 Pembina Utama Muda NPP. 830923369

NP 19E630225198302 1 001

Dipindai dengan CamScanner



2. Jenis Pelayanan . Perpanjangan STNK 5 Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan

INEY KOPMPOMER LRAIAN

1. Dasar Hukum -  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Rendaraan Deiinglor :

= Undang = Undang Republik Indonesia Nomar 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Undang — Undang Repubiik indonesia Nomor 2 Tanun 2002 tentang
Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia

- Undang - Undang Republik Indonesia Nemor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan lalan
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemernntah Republik Indonesia Nomaor 29 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak vang Terutang

< Peraturan Pemerintah Hepublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaki nada Kepalisian Negara Repuhlik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
identifikasi kendaraan Bermotor
Perzturan Menteri Dalam Meped Republik Indonesia’ Mamar 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019

- Undang — undang Republik Indonesia Nomar 33/ 1864 jo PPAT/
1965 tentang Dana Pertangeungan Wajib Kecelakaan Penumpang
serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak
kotien

- Updang = Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1564 jo PP 18 /
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Menterl Keuangan ModS / PMIC010 f 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT lasa
Raharja Persera Nomaor P/ 7 /5P 2017 dengan Nomor SKEP 1/
DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT [ IX / 2017 tentang Penetapan Tarif
Borangan luran Waijlb Kendaraan Bermotor Umum

2l Persyaratan - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya
(sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK
dan PKA)
- Surat keterangan domisili bagl Wajib Pajak vz ber KTP di luar samsat
setempat
- AslIGTHNK {Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Asll SKPO (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak
Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Dipindai dengan CamScanner



3.

Sistern, Mekanisme dan
Prosedur

Wajib Pajak mendatangl loket informasi / loket 1 / Loket
Pendaftaran

Wajlbh Pajak melengkapl semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya aleh petugas :

Petugas kemudian mengarahkan Wajlb Pajak menuju loket cek fisik:
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik aleh
petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang
terlampir pada STHE dan SKPD

Wajib  Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta  semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran
kemudian Petugas memberikan  Formulir  Surat  Permohonan
Registrast Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib
Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.

Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggy
yang telah disiapkan

Surat — surat kendaraan Bermaotor Wajib Pajak di proses, mulal dari
pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip,
pendaftaran Penggantian STNK 5 Tahun, penetapan surat
perhitungan sementara PKB, pemerlksaan keakuratan data dan
biays oleh 3 (tga) prang verifikator,

Wajib Pajak membayar biaya STNK, TNKB, PKB dan IWKBU (bagl
kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan
Rods 4 Jenis MobH Beban Ui maupun pribadi) pada loket kasir
Wajib Pajak mengambil SKPD / Naotice Pajak yang baru pada Loket 2
/Loket Pencetakan Notice Pajak

Wajib Pajak imengambil STMNE vang baru pada Loket Pencetakan
STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru

Walib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum alaupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendarzan
jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti
pembayaran WEBL atau AKDP pada Laker lasa Raharja

Wajib Majak mengambil TNKB yang baru pada Loket Pencetakan
TWKB dengan menunjulan STNK dan SKPD yvang baru

Jangka Waktu
Pelayanan

Maksimal 120 Menit { 2 Jam )
{selelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)

Biaya f Tarif

Scsual MIKE Kemendagri

Sesual tarif PNBP Kepolisian

Sesuai tarif SWDKLL dan [WHKBLU lasa Reharja
Sesual tarif AKDGP Jasa Raharja Putera

Produk -l;e!a?anan

STNK (Surat Tanda Mamor Kendaraan)
THNEB [Tanda Nomor Kendaraan Bermator)
SKPD Surat Ketetapan Pajak Naerah)

Rasl IWKBL

Resi AXDP
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10.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklurnat Pelayanan

Motto, Visi dan Misi

Kepastian biaya sesual NIKB Parmendagri, PNBP Kepalistan,
Tarif dasar SWDKLL dan IWKBU Jasa Raharja,

Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

lelas SOP nya

S0OM vang kompeten dibidangnya

Melayani dengan senyum, sapa, salam

Kamitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Samsat

11,

lamipan keamanzn dan
Keselamatan Pelayanan

Himbauan “tanpa caln®

Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SEPD mangeunakan Notice Khusus berlogo Papus Baral yang
memiliki nomor register berurut dan dicetak 5 rangkap (asli untuk
Wajib Pajak. lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hifau
untuk arsip jasa raharja, lembar bira untuk pelaporan, lembar
Kuning uUntuk arsip dalam. setiap berkas Kendaraan Bermotar)
dibubithi tandatangan team Pembina samsat '
Resl IWKRU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jass
Raharja dalam Rangkap dua (asll untuk Wajib Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tandatangan petugas dan cap
basah instansi

STNK khusus berlopa Kepolisian Negara Republik Indonesia yvang
mamiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli
untuk Pemilik Kandaraan Bermotar, Lembar kedua untuk pelaporan,
lembar ketlga untuk arsip dalam setiap berkas Kendarsan Bermotor)
dibubtihi tandatangan petugas

TNKB menggunakan material khusus yang berlogo falu lintas

12

Peagawasan internal

Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu :

Kepala Badan Pendapatan Dagrah Provinsi Papla Bara!,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan jasa Raharja

Pengawasan Langsung darf Kepala URT/Samsat

Pengawasan penermmaan permbayaran dan Kepala Kantor Cabang:
Utama Bank Papua

Pengawasan dar ltwasda Folda Papua Raraf

Pengawasan darl Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Prov. Papus Barat

Dipindai dengan CamScanner




13. | Penanganan - Kotak Pengaduan
Pangaduan, - Surat dengan alamat JI. Sujarwo Condronegora,SH Sanggeng
Saran dan Masukan - Email : Samsatmanolkwari. PB@gmail.com
- Telp:(0986)2212285 '

Whatsapp : 081247530866
- Medsgs Facebook : Samsat Manokwarl
- Website : http://samsat-manokwari.com
= 5P4N LAPOR Papua Barat: hetp://Lapor go.id

Aplikasi E-Syiap Mansinam

Tatap Muka dengan Petugas Loket stau Pejabat terkait

14, | Evaluasi Kinerja - Survey Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 [Enam) bulan sekal
Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)

bulan sekail
Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target
setiap bulan

15, | jam Pelayanan - Jam Kantor Q8.00-15.00 Wit

Jam Pelayanan D800 - 14,00 Wit

168, | Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Untas :pala-Badgn Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan
; A 'Frgii\ii.‘;l_iap ua Barat jasa Raharja Manokwari
//E"V \?
fef
| i SE JASA RAHAR]JA
MANOKWARI
: ARVIAN RIZA YUDHAWAN, §.505
3

NPP. 830923363
NIP. 19630225 198302°1 001
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3. Jenls Pelayanan : Pendaaltaran Kendaraan Baru

ND KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor §' Tahun 2015

- rentang Penyelenggaraan Sistern Administrasi Manunggal Satu Atap
Kéndaraan Bermator '

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Lentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang = Undang Republik Indonesia Momer 2 Tahun 20602 tentang
Kepalisian Negara Republik indonesia

= Undang = Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tanun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Anglutan Jalan

- Undang - Undang Republik indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Kapalri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikast Kendaraan Bermotor

- Perpturan Menteri Dalam Megeri Hepubllk |ndonecia Memor 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Barmotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermator tahun 2019
Undang— undang Republik Indonesis Nomior 33 / 1864 jo PPIT
1965 tentang Dapa Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpang
serta Asurans! Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak
ketlga

- Undang = Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 /
1965 tentang Dane Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

= Paraturan Menterl Keuangan No. 16 / PIME.DI0 / 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wailb Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
keputusan Bersama DPD Qrganda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa
Raharja’ Persera Nomar P/ 7/ 5P/ 2017 dengan Nomor SKEP 1/
DPR-ORGANDA [/ PAPUA BARAT [ 1X [ 2017 tentang Penetapan Tarif
Borongan luran Wajib Kendaraan Bermotor Umbim

2. | Persyaratan - Fotocopy KTP 1 lembar sertokan Aslinga
(sesual Identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada Faktur
Kendaraan Bermotor)

- Faktur-Asli Kendaraan Bermotor

- Cek Fisik Kendaraan Bermotor

B8 Dipindai dengan CamScanner



Sistem, Mekanisme dan - Wajib Pajak mendatangi loket informasi [ loket 1 / Loket

Prasedur Pendaftaran

: - Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas

- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat dl cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang
terlampir pada Faktur Kendaraan.

- Wajlb Pajak mengembaliken hasil cek fisik beserta semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran
kemudian Petupas memberikan Formulic Surat  Permohonan
Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib
Pajak.

- Surat - surat kendaraan Bermotor Walib Palak di proses, mulai dari
pendaltaran  Kendaraan Baru, penetapan surat perhitungan
sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3
(tiga) orang verlfikator.

Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKH, PKB, 5F-3 dan
IWKBW (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum] serta AKDP (Bagi
Kendsraan Roda 4 Jenis Mebil Beban Umum maupun pribadi) pada
loket kasir

Wajib Pajak mengambll SKPD / Notice Pajak baru dan resi SP-3 pada
Loket Z fLoket Fencetakan Notice Pajak

Wajib Pajak mengambil STNK pada Loket Pecncetakan STNK dengan
menunjukkan SKPD yang baru

-~ Wajib Pajak yang mengurus Kendarzan Roda & khusus Anglutarn
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
jenis mabil beban Umum maupun pribadi, mengambll resi bukti
pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket lasa Raharja
Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan
menunjukkan STHK dan SKPD yang baru
Wajlb Pajak mengambil BPKE pada Loket Pencetakan BPKB dengan
menunjuikkan semua Surai-sural Kendaraan Bermotor (STNK, SKPD,

TMNKB)
Jangha Walktu Maksimal_il_rriga | Hari B
Palayanan {setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
Biaya [ Tarif - Sesual NJKB Kemendagrel

- Sesyaitarit PNBF Kepolisian
- Sesuai tarif SWOKLL dan' IWKBLU Jasa Raharja
- Sgsual tarif AKDP lasa Raharja Putera

Produk Pelayanan - BPKB [Buku Pemillk Kendaraan Bermotor)
- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- THNES {Tanda Momor Kendarasn Bermotor)
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
-Re<l 5P-3 (Sumbangan Pihak Ketiga)
Resl IwkaU
Res| AKDP
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Sarana Prasarana / - Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak

Fasilitas. - Tempat Parkir Khusus Pegawal
Tempat Parkir Khusus Disabilitas
Tempat Cuci Tangan

= Ruang Tunggu

- Kursl tunggu wajib pajak

< AC

- Ruang tamu terbuka

- Meja dan kursi untuk mengisi formulir
Set Komputer

= Telavisi

- Intarmnet

- Mesin Folocapy
Jalan untuk disabilitas / Step Ramp

- Kursiroda
= Toilet umum
Toiler Khusts Disabilitas
Alat pemadam kebakaran
- Coffee Corner, Airmineral dan permen
- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)
- Ruang Laktasi
- Area bermain anak
- Miushola
- Area Merokok
- Kantin
- Box Chorge Hendphone
Gensat
Jumfah Pelaksana 12 (Dua Belas) Orang Petugas
Cak Fisik ;1 0rang
Pendaftaran 11 Orang
Panetapan 11 Orang
=  Pembayaran : 1 Orang
- Pencetakan Notice ;1 Orang

- Pencetakan STNK :1Qrang
- Pencetakan TMNKB :1 Orang
- Perncetakan BPKB : 1 Orang

- Pengarsipan :10mng
- Varifikator : 3 Orang
Kompetensi Pelaksana - Anggota Polri Satuan Laly Untas yang telah mengikutl Sertifikasi

Petugas Penerbit 5TNK, BPKB dan Cek Fisik

Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikut) Pendidikan
Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikas:

ASN yang telah mengikutl Diklat Pelavanan Publik dan mendapatkan
sertifikat |
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10,

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan

Motto, Visi dan Misi _

Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWDKLL! dan IWKBLU Jasa Raharja,

Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

Jelas SOP nya

SDM yang kempaten dibidangnya

Melayani dengan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Samsat

11.

laminat Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Himbauan "tanpa calo”

Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang
memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asl untuk Wajib
Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setisp berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhl
tandatangan team Pembina samsat

Resi 5P-3 menggunakan kertas khusus berlogo Papua Barat yang
memiiikl nomor register berurut dicetak dalam rangkap 2 (asll untuk
Wajib Pajak, Lembar kedua untuk pelaporan dan arsip) di bubuhi
tanda tangan Pejabat Samsat dan cap basah Intansi

flesi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa
Raharja dalam Rangkap dua (asll untuk Wajib Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah instansi

STNE khusus berlogo Kepolistan Megara Republik Indonesia yang
momiliki nomar register berorut di cetak dalam 3 rangkap | (asli
untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan,
lembar kietiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermaotor)
diliibuhl tandatangan petugas

THKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,

BPKS Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar,
dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah
Instansi

12,

Pengawasan [nternal

Pengawasan darl team Pembina samsat yaitu :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakllan Jasa Raharfa

Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang
Utama Bank Papua

Pengawasan dari Itwasda Polda Fapua Barat

Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan NIKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Prov. Papua Barat
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13. | Penanganan - Kotak Pengaduan :
Pengaduan, - Surat dengan alamat J|. Sufarwo Condranegoro,SH Sanggeng
Saran dan Masukan - Emall : Samsatmanokwari.PB@gmail.cam

- Telp:(0986)2212285

-  Whatsapp : 081247530866

-~ Midsos Facebook : Samsat Manokwarl

- Waebsite : http:/fsamsat-manokwar] com

- SP4N LAPOR Papua Barat : http://Lapor.go.id

- Aplikasi E-Syiap Mansinam

- Tatap Muka dengan Petugas Loket atau Pejabat terka::_t

14. | Evaluas] Kinerja = Burvey Kepuasan Masyarakat
- indeks Kepuasan Masyarakat
Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam] bulan selali

Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)

bulan sekali
Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian targel
setiap bulan

15. | Jam Pelayanan - Jam Kantor 08.00 - 15,00 Wit
- dam Pelayanan 08.00 — 14.00 Wit

16. | Masa Beriaku | 5 (Lima) Tahun

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Liritas : la Badan Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan
S F'miur}sl:?#nua Barat Jasa Raharja Manokwar

e,
5y

]/ (HARJA
MANOKWARI
ARVIAN RIZA YUDHAWAN, 5.505
NPP. 830923369

REESH . P HUTAURUIK,SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 1583021 001
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4. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Bea Balik Nama (8BN-1)

NO KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesm Momor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor :

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Undang = Undang Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonoesia

- Undang - Undang Republik Indonesia Nemor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

= Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Kapolri Nomaor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor

Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019
Undang — undang Republik Indanesia Nomor 33 /1304 jo PP 17/
1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
serts Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak
KETIES

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18/
1865 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas lalan

= Peraturan Menter] Keuangan No.1&/ PME.OL0 f 2017 tentang Besar
Sentunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 1alan
Keputusan Barsama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persera Nomor P/ 7 / SP /2017 dengan Momor SKEP' 1/
DPR-ORGANDA [ BAPUA BARAT [ IX f 2017 tentang Penetapan Tauif
Borongan, luran Wajib Kendaraan Bermotor Umum

2 Persyaratan = Fotocopy KTP 2 lembar serfakan Aslinua
[sesual identitas pemilik kendaraan yang baru / saat inl )
Surat keterangan domisill bagi Wajib Pajak yg ber KTP dl luar samsat
soiempat
- Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
- Asil STNK (Surat Tanda Momor Kendaraan)
- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak
= Cek Fisik Kendaraan Bermotor
- Kwitansi Pembelian Besrnateral Rp.10.000.-
Surat Pernyataan Pemilik Kendaraan Bermateral Rp.10.000-
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Sistemn, Mekanisme dan - Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket

Prosedur Pendaftaran

- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek
volfditasnya oleh petugas

- Petugas kemudian mengarahkan Wajlb Pajak menuju loket cek fisik
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendarsan yang
terlamplir pada STNK dan SKPD

- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua
persyaratan 'yang telah di Crosscek tadl ke loket pendaftaran
kemudian Petupas  memberikan Formulir Surat  Permohonan
Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di Isi oleh Wajib
Pajak yang selelahinys akan mendapatkan Nomor Antrian.

- Waijib Pajak menungiu nomaor antrian dipanggll pada ruang tunggu
yang telah disiapkan

- Surat - surat kendaraan Bermaotar Wajib Pajak di proses, mulal dari
pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip,
pendaftaran Bea Balik Nama, penetapan surat perhitungan
sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3
{tiga} orang verilikator.

- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB (apabila masa
berlaky habis), BEN-KB, PEE (Apablla beium: membayar Pajak
Tahunan) dan IWKBU (bagl k&ndaraan Roda 4 penumpang umum)
serta AKBP (Bagl Kendarsan Roda 4 Jenis Mobll Beban Umum
maupun pribadl} pada loket kasir

- Waijib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2
Jlaket Pencatakan Notice Pajak

- Wajib Pajak mengambil STNK vang baru pada Loket Pencetakan
STHE dengan menunjukkan SKPE yang baru
Wajils. Pojok yang imerngurus. Kendaraan Roda 4 khusus -Anghutan
penumpang Umum atauoun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
jenis: mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bkt
penbayaran WKBU atau AKDE pada Loket Jasa Raharja
Waijib Majak mengambil TNXE pada Loket Pencatakan TNKB dengan
menunjukkan STNK dan SKEPD yang baru (Apabila Masa Berlaku
hakbis)

- Wajlb Pajak mengainbi BPRE pada Loket Pencetakan BPKB dengan
menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor (STNK, SKPD,

THKEB)
| langka Waktu aksimal 2 {Dua | Hari
Pelayanan [setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
Biaya [ Tarif - Sesuai MNIKB Kemeandagr

- Sesuai tarif PNBP Kepolisian
- Sesual tarlf SWDKLL dan IWKBU lasa Raharja
- Sesuai tarlf AKDP Jasa Raharja Putera
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Kompetansi Pelaksana

Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi
Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik

Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan
Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi

ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan
sertifikat '

10.

laminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
tiaklumat Pelavanan

Motto, Visi dan Misi

Kepastian biaya sesual NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWDKLL) dan IWKAU Jasa Raharja,

Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

Jelas SOP nya

500 yang kompeten dibidangnya

Melayanl dengan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Sarmsal

11.

laminan Keamanan dan
Kesalamatan Pelayanan

Himbauan “tanpa cala”

Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat vang
memiliki nomor register barurut dicetak 5 rangkap {asli untuk Wajib
Pajak, lembar mergh urtuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
arsip jasa raharja, lembar biru untul pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setiap berkas Kepndaraan Bermotor) dibububhi
tandatangan team Pembinag samsat

Res| IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo lasa
Raharja dalam Rangkan dua {(asli untuk Waijih Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibububi tanda tangan petugas dan cap
basah instansi

STNK khusus berlogo ¥epolisian Mepzra Rspublik Indenecia yang
memilikl nomor register berurat di ‘cetak dalam 3 rangkap (asli
Lrtuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk'pelapuran,
lermbar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendarasn Bermotar)
dibubuhl tandatangan petugas

TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,

BPKB Khusus berlopo Lalu Lintas dengan MNemor BPKB Terdaftar,
dibubuhl tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah
Instansi

I

Pengawasan Internal

Pengawasan darl team Pembina samsat yaitu ;

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsl Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan Jasa Rabarja

Penpawasan/Lanpsung dari Kepala URT/Samsat

Pengawasan penerimaan pernbayaran dari Kepala Kantor Cabang

Utama Bank Papua

Pengawasan darl Itwasda Palda Papia Racat -

Pengawasan dar| Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
apenda Proy. Papua Barat

|
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5. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Rubah Bentuk Ganti Warna (Rubentina) , Ganti Nomor Polisi
(NOPOL), Rubah Sifat (Warna TNKB), Rubah Alamat , dan semua modifikasi
kendaraan bermotor

KOMPONEN LIRAIAN _
Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerirmaan Negara Bukan Pajak

- Undang - Undang Republik Indonesia Nemor 2 Tahun 2002 tentang
Kepallsian Negara Republik Indonesia

- Undang— Undang Republik Indanesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Untang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumiah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Palak yeng Terutang

- Peraturan Pemerintah Republik Indanesia Nomor 60 Tahun 2016
tentang Jenis.dan tarif atas jenis Penarimaan Negara bukan Pajak
yang borlaky pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Kapolri Nomor S Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor

- Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019
Undang — undang Republik Indenesia Momaor 33 / 1964 jo PP 17 /
1965 tentang Dana Pertangeunzan Walib Kecelakaan Penumpang
serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukurm terhadap pihak
ketiga
Lndang = Undang Republik Indanesia Nomor 34 /1 19R4 In PP 1R/
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PME.010 / 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajik Dana Kecalabaan talu Lintas falan
Reputusan Bersama OPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT lasa
Raharja Persero Nomor P/ 7 /[ SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1/
DPR-CRGANDA [ PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penctapan Tarif
Borongan luran Wajib Kendaraan Bermotor Umum

Persyaratan - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya
(sesual identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK
dan PKB)

- Surat keterangan domisill untuk perubahan alamat dan bagi Wajib
Pajak yg ber KTP di luar samsat-setempat

- As|i BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotar)

- Asli'STNK (Surat Tanda Nomaor Kendaraan)

- AsliSKPD [Surat Ketetapan Fajak Daerah)/ Notlce Pajak

- CekFislk Kendaraan Bermotor

- Surat Keterangan Bengkel

- Sertifikat Uji Mutu oleh Dinas Perhubungan

- Surat Rekomendasi darl Dinas Perhubungan

Dipindai dengan CamScanner



Sistern, Mekanisme dan
Prosedur

Wajib Pajak mendatangl loket |nformasi / loket 1 / Loket |
Pendaftaran

Wajib Pajak melengkapl semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas

Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik
Kendarsan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik olah
petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang
terlampir pada STNK dan SKPD

Wajlb Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta  semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadl ke loket pendaftaran
kemudian Petugas memberikan Formolir Surat  Permohonan
Repistrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isl aleh Wajib
Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.

Wallb Pajak menunggu nomor antrian dipangg! pada ruang tunggu
yang telah disiapkan '

Surat - surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari
pengambiian dokumen kendaraan Bermolor pada ruang arsip,
pendaftaran perubahan kendaraan, penetapan surat perhitungan
sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oieh 3
{tiga) arang verifikator.

Wajlb Pajak membayar hiaya BPKB, STNK, TNKB, PXB dan IWKBU
(bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi
Kendaraan Roda'd Jenis Mabil Baban Umum maupun pribadi) pada
loket kasir

Waijib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2
/Loket Pencetakan Notice Pajak

Wajib Pajal mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan
STWK dengan menunjukkan SKPD yang baru

Wajih Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
ionic mabll beban Umum maupun nribad),  mengambil reci bokt|
pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket fasa Raharja

Wajlb Pajak mengambil TNKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan
menunjukkan STNY dan SKPD yang baru (Apabila Mass Borlaku
habis)

Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loket Pencetakan BPKB dengan
irenunjurkan semua Surat-sural Rendaraan Benmotor (STNR, SRPD,
TNKE)

4. fangka Waktu Malksimal 2 (Dua | Hari
Pelayanan {setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5. | Biaya / Tarif Sesual NIKB Kemendagri

Sesual tarif PNBP Kepollsian
Sesual tarif SWDKLL dan IWKBL Jasa Raharja
Sesual tarif AKDP Jasa Raharja Putera

Dipindai dengan CamScanner







Kompetensi Pelaksana

Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikutl Sertifikasi

‘Petugas Panerbit STNK, BPKS dan Cek Fisik

Angrota Polr Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan
Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikas

ASN yang telah mengikutl Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan
sortifikat

10,

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan :

Matto, Visi dan Misl

Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWOKLLY dan BAVEELE Tasa Rahara,

Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

Jelas SOP nya:

SDM yang kompeten dibldangnya

Melayan| dengan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Samsat

11,

Jlaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Himbauan "tanpa cala”™

Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SKPE menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang
memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib
Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi
tandatangan team Pembina samsat

Resi IWKBU dan AKPD menpgunakan kertas khusus berlogo Jasa
Raharja dalam Rangkap dua (asll untuk Wajib Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah instansi

STNK khusus berlogo Kepolisizn Negara Republik Indonesia yang
memillkl nomor register berurut dl cetak dalam 3 ranghkap (ast
untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan,
lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermator)
dibubuhl tandatangan pelugas

TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,

BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomar BPKB. Terdaftar,
dibubuhl tanda tangan Pejabat Laju Lintas setempat dan Cap Basah
Instansi

12

Pengawasan Internal

Pengawasan darl team Pembina samsat yajtu ;

Kepala Badan Pendapatan Baerah Provinsl Papua Baral,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/5amsat

Penpawasan penerimaan pembayaran darl Kepala Kantor Cabang
Litama Bank Papua

Pengawasan darl [twasda Polda Papua Barat

Fengawasan dari inspekiomt Proving Papua Rarat

Pengawasan Penstapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Frov. Papua Barat

B8 Dipindai dengan CamScanner



13, | Penanganan - Kotak Pengaduan

Fengaduar, - Surat dengen ataimat i, Sujarwo Condronegoio,SH Sanggeng

Saran dan Masukan - Email ; Samsatmanokwarl PB&gmail.com
- Telp: (N9RA)2212285

Whatsapp : 081247530866
Medsos Facabook | Samsat Manorwarl
- Website : http://samsat-manpkwari.com
- SPAN LAPOR Papua Rarat © http.//lapor go.id
- Aplikasl E-Sylap Mansinam
- Tatap Muka dengan Petugas Loket atau Pejabat terkait

14. | Evaluasl Kinerja - Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Rapat internal semunthetansl tarkalt sotic o & (Entm)}-Bulan sahall

- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)

bulan sekali
Evaluas! Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapalan target
setiap bulan

15. | Jam Pelayanan - Jam Kantor 08.00— 15,00 Wit
= lam Pelayanan 08.80 —14.00 Wit

16. | Masa Berlaku S [Lima) Tahan

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas paii an Pendapatan Daerah repala Perwakilan

// T ‘@E\ﬂ\apua Barat lasa Raharja Manokwari
-I’ )

ARVIAN RIZA YUDHAWAN, 5.505
NPP. 830923369

© Pembina Utama Muda
MIP: 19630225 198302 1 001

Dipindai dengan CamScanner



6. Jenls Pelayanan . Pendaltaran Duplikat 5THK

NO KOMPOMEN LIRALAN

1. | Dasar Hukum . Peraturan Presiden Republik Indonaesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
tendaraan Barmotor

- Undang = Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahon 1957 lentang
Penerimaan MNegara Bukan Pajak
Undang = Undang Republik Indonesta Nomer 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Megara Bukan Pajak vang Terutang
Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenls Penerimaan Negara bukan Pajak
vang herlaku pada Kepalisian Negara Republik Indanesia
Peraturan Kapolri Momor 5 Tahun 2012 tentang Regjstrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermator

- Peraturan Menteri Delam Megerl #epubllk Indonesiz Momer 14
Tahun 2019 tentang Porhitungan Dasar Pengensan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019
Undang — undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 /
1965 lentang Dana Perlanggungan Wajib Kecelakaan Penumipang
serta Asuransl Tanggung fawab menurut Hukum terhadap pihak
ketiga

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 Jo PP 18 /
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Menteri Keuvangan No.16 / PME.Q010 /f 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas lalan
Keputisan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat.dan PT Jasa
Raharja Persero Nomor P/ 7 f SP /2017 dengan Nomor SKER 1 /
DPR-DRGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif
Borongan luran Wajib Kendaraan Bermoator Umum

2 Persyaratan - Fotocopy KTP 1 lambar sertakan Aslinya
(sesuai identitas pemillk kendaraan yang tercantum pada STNK
dan PKB)
= Sirat koteranpan demisil bapi Wajlh Pajal s bee AT d] luyan samsat
setempat
- Foto Copy BPKE (Buku Pemillk Kendaraan Bermotor) 1 Lembar
serlanan asinya
- Surat Keterangan dari BANK, Dealer, Penggadaian, Dsbnya [apabila
i BPKB belumn di pegang oleh pemillk kendaraan bermotor)
- Asii SKPD {Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Motice Pajak
= CelcFisik Kendaraan Bermotor
= Surat Kehllardgan dari Kepolisian

Dipindai dengan CamScanner



Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Wajib  Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket
Pendaftaran

Wajlb Pajak melengkapl semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas :
Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang
terlampir pada BPKB dan SKPD

Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta  semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran
kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan
Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di Isi oleh Walib
Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.

Wajit Pajak menunggu nomor antrlan dipanggll pada rusng tungey
yang telah disiapkan

Surat — surat kendaraan Bermotor Wajlb Pajak di proses, mulai dari
pengambifan dokumen kendarsan Bermolor pada rusng arsip,
pendaftaran Duplikat STNK, penetapan surat perhitungan sementara
PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang
verifikator.

Waijib' Pajak membayar biaya STNK, TNKB (Apabila masa berlaku
habis), PKB (apabila belum membayar pajak tahunan) dan IWKBU
(bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta’ AKDP (Bagi
Kendaraan Roda 4 Jenis Mabil Beban Umum maupun pribadi) pada
loket kasir (apabila belum membayar IWKBU dan AKDP)

Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2
[Loket Pencetakan Notice Pajak (Apabila membayar pajak tahunan)
Wailb Paiak mengambil STNK veng baru pada Loket Pencetakan
STNK dengan mepunjukkan SKPD vang baru

Waijlb Pajak yang mengurus: Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti
permbayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja

Wajlb, Pajak mengambil TNKB yang baru pada Loket Pencetakan
TNKB dengan menunjukan STNK dan SKPD yang baru (apabila
tmembayar WEKBU dan AKPD)

Wajlb Fajak inengambil TNRE pade Loket Pencetakan THRB dengan
menunjukkan STNE dan SKPD yang baru [Apebila Masa Berlaku
hahbis)

Jangka Waktu
Pelayanan

Malksimal 2 {Dua) Jam
(setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)

Biaya [ Tarif

Sesual NIKB Kemendagri

Sesual tarlf PNEP Kepolisian

Sesual tarif SWDKLL dan IWKBU Jasa Raharja
Sesual tarif AKDP Jasa Raharja Putera

E‘Iﬂ

Produk Pelayanan

STNK {Surat Tanda Nomor Kendaraan)
TNKR (Tanda Namar Kendaraan Rermotor)
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Resi IWRBU

Reci AKDP

B8 Dipindai dengan CamScanner




B8 Dipindai dengan CamScanner




10.

laminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan

Motto, Visl dan Misi

Kepastian biaya sesual NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWDKLL dan IWKBU Jasa Raharla,
Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

Jelas SOP nya

SDM yang kompaten dibidangnya

Melayani dengan senyum, sapa, salam

Komitment barsama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Sameat

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Himbauan "tanpa calo™

Pembayaran diterima langsung aleh petugas Bank Papua

SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat vang
memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (ashi untuk Wajib
Pajak, lambar marah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
arsip jasa raharja, lembar biry untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor] dibubuhi
tapdatangan team Pembina samsat

Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa
Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
hasah inetanc

S5TNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (ash
umiuk Pemilix Kendarsan Bermetor, Lembar kedus untuk pelaporan,
lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor)
dibubuhl tandatangan petugas

THEB menggunakan material khusus yang beriogo lalu lintas,

13.

Pengawasan Internal

Pengawasan dari tearn Pambina samisat yaitu ¢

Kepala Badan Pendapatan Dagrah Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang
Utama Bank Papua

Pengawasan darl Itwasda Polda Papua Barat

Pengawasan darl [nspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan MIKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Rapenda Prov. Papua Barat

B8 Dipindai dengan CamScanner



7. lenis Pelayanan : Pendaltaran Duplikal BPKB

MND NONPOMNEN LRAIAN

1. | Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Sermotol

= Undang = Undang Republik Indonesia Nemor 20 Tahun 1937 tentang
Penerimaan Megara Bukan Pajak

- Undang - Undang Repubiik Indonesia Nomor 2 Tanun 2002 entang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Undang - Undang Republik Indonesia Noemar 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan _

Undang—Undang Republik Indonesia Momer 28 Tahun 2002 tentang
Pajak Daeral dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyeloran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
vang herlaku pada Kenolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomaor 5 Tahun 2012 tentang Registras| dan
Identifikasl Kendaraan Bermotor

Paraturan Mentapl Dalam Mamar) Dasahlil indonacis. Momee 34

----------- b R

Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermuotor dan Bea Ballk Nama Kendaraan Bermaotor tahun 2019

- Undang — undang Repubie indanesia Nomor 33 / 1863 o PP 17/
1965 tentang Pana Pertanggungan Wallb Kecelakaan Penumpang
serta Asurans) Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak
ketiga
Undang — Undang Republik Indonesia Momor 34/ 1964 jo PP 1B /
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas lalan

| - Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsl Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persaro Nomer P/ 7/ 5P / 2017 dengan Nomor SKEP 1/
DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penatapan Tarif
Borongan |uran Wajib Kendaraan Bermotor Umum

2 Parsyaratan - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya
(sesual identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK
dan SKP / Nntice Pajak)
- Surat keterangan domisili bagl Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat
setempat
Foto Copy STMK {Surat Tanda Momor Kendaraan! 1 Lombar cartakian
aslinya
- [Foto Copy SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak 1
Leiibar sertaxan aslinya
- Cak Fisik Kendaraan Bermotor
. = Surat Kehilangan dari Kepolisian
=~ Surar keterangan BPKE tidak dijadikan jaminan aleh semua Instansi-
instans! yang berkompeten di wilayah samsat setempat (semua
bank, semua pengadalan, semua asuransi, semua tempat
perkreditan, dsb nya)

Dipindai dengan CamScanner



Sistam, Mekanisme dan
 Prasedur

Jangka Waktu
Pelayanan

Wajlb Pajak mendatangl loket Informasi / loket 1 / Loket|
Pandaftaran

Wajlb Pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek
validitosnya oleh petugas

Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasilnys dengan data kendaraan yang
terlampir pada STNK dan SKPD '

Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran
kemudian Petugas memberikan Formullr Surat Permohanan
Registrasl Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib
Pajak

Surat — surat kendaraan Bermator Wajib Pajak di proses, mulai dari
pengambilan dokumen kendarasn Bermotor pada ruang arsip,
pendaftaran Duplikat BPKB, penetapan surat perhitungan sementara
{apabils bulum membayar FRE), pemeriksaan keakuratan data dan
biayva oleh 3 (tiga) orang verifikator.

Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK (apabila masa berlaku
habis), TNKB (Apabila masa berfaku habis), PKB |apablla belum
membayar pajak tshunan) dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4
penumpang umum) serta AKDP (Bagl Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil
Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir (apabila belum
membaysr | WKBU dan AKDP)

Waijib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2
JLoket Pencetakan Notice Pajak (Apablia membayar pajak tahunan)
Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan
STMK dengan menunjukkan SKPD vang baru [Apabila masa berlaku
hahis)

Whajlb Pajak yang menguriis Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda & khusos kendaraan
jenis-mabll beban Umum maupun pribadl, mengambil resi buktl
pembayaran IWKBL atau AKDP pada Loket Jasa Raharja

Walib Paiz i menssmbil THER pada-toket Nensetalcan KB dongan
menunjukkan STNK dan SKPD yang baru (Apabila Masa Berlaku
hiahis)

Wajib Pajak mmetggaininl 8FEE yang baru pada Lukel peouelaian
BPHH_deng-an menunjukkan semua surat-surat kendaraan bermotor
(STNK, SKPD dan TNKB)

Maksimal 3 (Tiga) Hari
{setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)

Biava / Tarif

Sesual NIKB Kemendagri
Sesuai tarif PNEF Kepolisian

_Sesual tarif SWDKLLI dan IWKBL lasa Raharia

Sesual tarif AKDP Jasa Raharja Putera




Produk Palayanan

BPKA (Buku Pamillk Kendaraan Bermotor)
STNEK (Surat Tanda Namor Kendaraan)
TNKE (Tanda Nomor Kendaraan Bermator)
SKPD [Surat Ketétapan Pajsk Dagrah)

Resi IWKBLU

Resi AKDP

8.

Sarana  Prasarana
Fasi||tas

!

Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak
Tempat Parkir Khusus Pegawal
Tempsat Parkir Khusue Disshilitas
Tempat Cuci Tangan

Ruang Tungeu

Rursi tunggu wallb pajak

AC

Ruangtamu terbuka

Meja dan kursi untuk mengisi formulir
Set Komputer

Teleyis|

Internet

Mesin Fotocopy

lalan untulk disahilitas J Step Ramp
Kursi roda

ToHat Gmum

Tollet Khusus Ditabilitas

Alat pemadam kebakaran

Caffee Corner, Alr mineral dan permern
Sudut baca [Buku bacaan [ Koran / majalah)
Ruang Laktas

Araa bermain anak

hMushola

Area Marokok

Kantin

Box Charge Mandphona

Gensel

Jumlah Pelaksana

12 {Dua Belas) Orang Petugas :

Cok Fislk ;1 Orang
Pendaftaran 1 0Dranp
Pendtapan :1 Drang
Pembayaran ;1 Orang

Pencetakan Notice . 1 Orang
Pencetakan STNK ;1 Orang
Pencetakan TMKB : 1 Orang
Fencetakan BPKB 1 Orang
Penparsipan +1 Qrang
Verifikatar -3 Orang

Dipindai dengan CamScanner




Kompetensl Pelaksans

Anggota Polri Satuan Lalu Uintas yang telah mengikutl Sertifikasi
Petugas Penerbit STNK, BPKS dan Cek Fisik

Anggota Polrl Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan
pengembangan Personil Registrasi dan Identifikas!

ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan
sertifikat

10,

laminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan

Motto, Visi dan Misi

Kepastian biaya sesual NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWOKLL] dan IWKBU Jasa Raharja,

Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

Jelas SOP nya

SDM yang kempeten dibidangnya

Melayani dengan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Samsat

45 b

laminan Keamanan dan

Kesplamatin Pelayanan

Himbauan “tanpa calo”

Pembayaran diterima longseng oleh petipas Bank Papua

SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang
memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap {ash untuk Wajib
Pajak, lembar merall untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
argip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setlap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi
tandatangan team Pembina samsat

Resi (WKBLEL dan AKPD menggunakan kertas khusus herlogo jasa
Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajlb Fajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah instansi

STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli
untuk Pemllik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan,
lembar ketlga untuk arsip dalam setlap berkas Kendaraan Bermotor)
dibubuhi tandatangan petugas

THES menggunakan matenal khusus yang berlogo faiu lintas,

BPKE Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar,
dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah
Instansi

Pongawasan Internal

Pengawasan dari team Pembing samsat yaitu :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan jasa Rahatja

Penpawasan Langsung darl Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang
Utama Bank Papua

Pengawasan dari Itwasda Palda Papua Rarat

Pengawasan darl Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan NIKB oleh Team Helpdesk Bldang Pajak
Bapenda Proy. Papua Barat

Dipindai dengan CamScanner




13. | Penanganan - Kotak Pengaduan

Pengaduan, - Surat dengan alamat JI, Sujarwo Condronegora,SH Sanggeng
Saran dan Masukan - Emall : Sarmsatmanokwarl.PRE pmall.com

- Telp:(0986)2212285
-  Whatsapp : 081247530866
-~ Medsos Facebook : Samsat Manokwari
- Website : http://samsat-manokwarl.com
- SP4AN LAPOR Papua Barat : http://Lapor.go.id
Aplikasi E-Syiap Mansinam
Tatap Muka dengan Petugas Loket atau Pejabat terwait

14. | Evaluasi Kinerja - Survay Kepuasan Masyarakal r

- |Indeks Kepuasan Masyarakat

- Rapst!nternal semua instansi tarkait setiap 6 (Enam) bulan sekall
Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)
bulan sekali

Evaiuasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target
sotiap bulan

15. | lam Pelayanan = lam Kantor 08.00 = 15.00 Wit
- Jam Pelayanan 08.00 — 14.00 Wit

16, | Masa Berlaku Seumur hidup
(Selama kendaraan tidak di balik nama)

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas _ Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan
.;fa'ik;_ ﬂrﬁq[nﬂfapua Barat lasa Raharja Manokwari

RAHARJA

MANOKWARI

ARVIAN RIZA YUDHAWAN, 5.505
MPP. B30923369

CHARLES H . P HUTAURUK,SE, MM
: Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 1983021 001

Dipindai dengan CamScanner



8. Jenis Pelayanan  : Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan antar Provinsi maupun antar samsal

NO KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum - Peroturan Presiden Republlk Indonesia Nomar 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistemn Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor

- Undang— Undang Republik Indonesia Nemor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Undang = Undang Republik Indonesia Nomar 22 Tahun 2008 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomar 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daarah dan Retribusl Daerah

- Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaku pada Kepalisian Negara Republik indonesia
Peratyran Kapalri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasl Kendaraan Bermotor

- Peraturan Menterl Dalam Mepgerl Republik Indonesia Momor 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Barmotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019
Undang — undang Republik indonesla Nomor 33 / 1964 Jo PP 17 /
1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakasan Pepumpang
serta Asuransi Tanggung Jawah menurut Hukum terhadap pihak
ketiga
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 /
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Menterl Keuangan No.16 / PMK.OL0 / 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas lalan

- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsl Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persera Nomor P/ 7/ 5P / 2017 dengan Nomor SKEP 1/
DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif
Borongan luran Walib Kendaraan Bermaotor Umum

2. Persyaratan - Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya
[sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada Dokumen
Mutas! Kendaraan )

-  Dokumen asll kendaraan darj daerah asal mutasi kendaraan
Lermotar

- Cik Fisik Kendaraan Bermotor

B8 Dipindai dengan CamScanner



Sistem, Mekanisme dan - Wajib Pajak mendatangl loket informasi / loket 1 / Loket

Prosedur Pendaftaran -

- Wajib Pajak melengkapl semua persyaratan dan di crosscek
validitusnys oleh petugas

- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fislk
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasilnga dengan data kendaraan pada
dokumen mutasi
Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta  semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran
kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan
Registrast Kendaraan Bermator (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib
Pajak:

- Surat - surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulal dari
pendaftaran mutasi masuk kendaraan, penetapan surat perhitungan
sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3
(tiga) orang verifikatar.

- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB, PKB, 5P-3 dan
[WKBU |bagl kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi
Kendaraan Roda 4 lenis Mobil Beban Umum maupun pribadl] pada
ioket kasjr

- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru dan resi 5P-3
pada Loket 2 /Loket Pencetakan Notice Pajak

- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan
STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru
Wajib Pajak yang mengurus Kendarsan Roda 4 khusus Anghkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
jenis mabll beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti
pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja
Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan
menunjukkan STNK dan SKPD yang baru
Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loket Pencetakan BPKB dengan
menunjukkan samua Surat-surat Kendaraan Bermotor

langka Waktu - Maksimal 7 [Tujuh ) Hari
Pelayanan {setelah berkas dinyamkan lengkap dan benar)
Biaya / Tarif - Sesual NIKB Kemendagr

Sesual tarlf PNBP Kepolisian
Sesual tarif SWDKLU dan IWKBU Jasa Rahatja
Sesual tarif AKDP Jasa Raharja Putera

Produk Pelayanan - BPKB (Buku Pemilik kendaraan Bermotar)
- STNK(Surat Tanda Momor Kendaraan)

- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Barmator)
- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daarah)

- Resi SP-3 [Sumbangan Pihak Ketiga)

- Resl IWKBU

- Resl AKDP

Dipindai dengan CamScanner






Jaminan Pelayanan

Pelayaran Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan

Motto, Visi dan Misi

Kepastian biaya sesual NJKB Permendagrl, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWOKLLI dan IWKBU Jasa Raharja,

Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera

Jelas SOP nya

SDM yang kompeten dibidangnya

Melayanl dengan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangan| aleh seluruh
Aparatur Samsat

L

Jaminan Keamanan dan

Kesalamatan Pelayanan

Himbauan "tanpa cala”

Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang
memillki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asll untuk Wajib
Pajak, lembar merah untuk arsip penetspan, lembar hijau untuk
arsip jasa raharfa, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhl
tandatangan team Pembina samsat

Resi SP-3 menggunakan kertas khusus berlogo Papua Barat, dalam
rangkap 2 (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk pelaporan
dan arsip) di bubuhl tanda tangan Pejabat Samsat dan cap basah
Intansi

Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa
Raharja dalam Rangkap dua (ashi untuk Waiib Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
bazah instansi

STNK khusus berogo Kepolisian Negara Republik Indanesia yang
memillkl nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asll
untuk Pemilik Kandaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelagoran,
lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor)
dibubuhi tandatangan pelugas

THIEB menggunakan matesial khusus yang berlogo lalu lintas,

BPKB Khusus berlogo Laly Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar,
dibbubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah
Instansi

12,

Pengawasan Internal

Pengawasan darl team Pembina samsat yaitu

Kepala Badan Pendapatan Daerah!/Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Rarat,

Kepala Parwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung darj Kepala UPT/Samsal

Pengawasan penerimaan pembayaran darl Kepala Kantor Cabang
Utama Bank Papua

Pengawasan darl [twasda Polda Papua Barat

Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat

Fengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Fajak
Bapenda Prov, Papua Barat

Dipindai dengan CamScanner



3. | Penanganan - Kotak Pengaduan

Pengaduan, - Surat dengan alamat Jl. Spjamo-tﬂmdranegam,sr-i Sanggeng
Saran dan Masukan - Emall; Samsatmanokwari . PE@gmall.com

= Telp:{0986)2212285
- Whatsapp : 081247530866
- Medsos Facebook : Samsat Manokwail
- Website ; hitp://samsat-manokwarl.com
- SPAN LAPOR Papua Barat : hitp.//lapor.go,id
- Aplikas! E-Sylap Mansinam -
Tatap Muka dengan Patugas Loket atau Pejabat terkait

14. | Evaluasl Kinerja < Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat _
Rapat Internal semua instansi terkait setiap & (Enam) bulan sekali

- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi-setiap 3 (Tiga)

bulan sekali
Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target
setiap bulan

15, | Jam Pelayanan - Jam Kantor 02,00 - 15.00 Wit

Jam Pelayanan 0B.00 - 14.00 Wit

16. | Masa Berlaku 5 {Lima} Tahun

TEAM PEMBINA SAMSAT

n Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan

Direktur Lalu Lintas
H lasa Raharja Manokwari

JASA RAHAR]J:

MANOKWARI
ARVIAN RIZA YUDHAWAN, 5,508

NPP.B30923365

-

CHERLES H--F HUTAURUK,SE, M

-\{:—'rr % =% 1'.- T

=" Pembina Utama Muda
NI, 109630225 198302 1 001

B8 Dipindai dengan CamScanner



9. lenis Pelayanan  : Pendaftaran Mutasi Keluar Kendaraan antar Provinsi maupun antar samsat

NO KOMPOMNEN URAIAN

1. Dasar Hukum - Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor & Tahun 2015 |
tentang Penyslenggaraan Sistern Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Barmotor

- Undang— Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang - Undang Republik indonesia Nomar 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Undang = Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang - Undang Republik Indonesia Nemor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
peraturan Pemerintah Republik Indonesiz Nemor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
panarimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
Peraturan Pemarintah Republik Indanesia Nomar 60 Tahun 2016
tentang Jenls dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapoli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
|dentifikasi Kendaraan Bermotor
Peraturan, Menteri Dalam Meger Bepublik Indonesia Nomaor 14
Tahun 2019 entang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019
Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1564 jo PP 17 [
1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
serta Asuransi Tangpung Jlawab menurut Hukum terhadap plhak
ketlga
Undang — Undang Republik Indonesia Namor 34 / 1964 jo PP 18 [/
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas talan
Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.OL0 / 2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajlb Dana Kecelakasn Lalu Lintas Jalan
Keputusan Barsama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persero Nomor P /-7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP1 /
DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif
Barongan luran' Wajib Kendaraan Bermoter Umum

2. Persyaratan - Fotocopy KTP pemilik tujuan mutast 1 lembar
beserta alamat tujuan mutast
Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
AslI'STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)

- Asll SKPD (Surat Ketetapan Pajax Caerah)

- Cek Fsik Kendaraan Bermotar

Dipindai dengan CamScanner



al-

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Wajib Pajak mendatangi loket infarmasi / loket 1 / Loket
Pendaftaran

Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas

Petugas kemudian mengarahkan Wajlb Pajak menuju loket cek fisik
Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan’ data kendarzan pada
BPKB, STNK dan SKPD

Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta  semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke |oket pendaftaran
kemudian Petugas memberikan Formulir Surat  Permohonan
Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi aleh Wajib
Pajak.

Surat - surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulal dari
pengambilan dokumen kendargan Bermotor pada ruang arsip,
pendaftaran mutasi keluar kendaraan, penetapan surat perhitungan
sementara PKB (apabila belum membayar pajak tahunan),
pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang
verifikator.

Wajib Pajak membayar biaya STNK (apabila masa berlaku habis),
TNKB (apabila masa berlaku habis), PKB {apabila belum membayar
pajak tahunan), dan IWKBU [bagi kendaraan Roda 4 penumpang
umum) serta AKDP (B3gi Kendarsan Roda 4 Jenls Maobil Beban
Umum maupun pribadi) (apabila befum membayar WKBU dan AKDP
tahunan) pada loket kasir

Petugas memproses pencetakan Fiskal Daerah,

Waijib Pajak mengambil dokumen ashi beserta arsip kendaraan yang
barisi surat-surat asli, faktur, SKPD / Motice Pajak . STNK, resi IWEBU
atau AKDP, TNKB, BPKB dan fiskal daerah pada: petugas mutasi
kendaraan bermotar.

langka Walktu
Pafayanan

Maksimal 7 (Tujuh) Harl
{setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)

Biaya [ Tarif

Sesual NIKB Kemendagri

Sesyal tarlf PNBP Kepolisian

Sesual tarlf SWDKLL dan IWKBU lasa Raharja
Sesuaj tarif AKDP Jasa Raharja Putera

Produk Pelayanan

Dokumen Asll Mutasi Keluar dan arsip Kendaraan Bermotor

Dipindai dengan CamScanner




B Dipindai dengan CamScanner




10. | laminan Pelayanan - Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan
Motto, Visi dan Mist
Kepastian blaya sesual NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWOKLL dan IWKBU fasa Raharja,
Tarlf dasar AKDP Jasa Raharja Putera
lelas SOP nya
SDM yang kompeten dibldangnya
Melayanl dengan senyum, sapa, salam
Komitment bersama yang ditandatangan| oleh seluruh
Aparatur Samsat
11. | Jaminan Keamanan dan - Himbauan “tanpa calg”®
Keselamatan Pelayanan Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

- SKPD mepgpunakan Notice Khusus berlogo Papua Baral yang
memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asll untuk Wajib
Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
arsip fasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor] dibubuhi
tandatangan team Pembina samsat
Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa
faharja dalam Rangkap dua (asll untuk Wajib Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah instansi
5TNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesla yang
memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli
untuk Pemilik Kendaroan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan,
lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor]
dibubuhl tandatangan petugas

- THKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,

A2. | Pengawasan Internal Pengawasan darl team Pembina samsat yaitu

kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang
Utama Bank Papua

Penpawasan dari ltwasda Polda Papua Barat

Pengawatan darl Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pangawasan Penetapan NIKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Prov. Papua Barat

Dipindai dengan CamScanner




13, | Penanganan - Kotak Pengaduan

Pengaduan, - surat dengan alamat JI. Sularwo Condronegora,SH Sanggeng
Saran dan Masukan - Emall ; Samsatmanokwari, PB@gmail.com

=  Telp:(0986)2212285

= Whatsapp : 081247530866

- Maeadsos Fauﬂhnnk Samsat Manokwarl
- Website : http://samsat-manokwari.com

- SPAN LAPOR Papua Barat : http://Lapor.go.id
- Aplikas| E-Sylap Mansinam

- Tatap Muka dengan Petugas Loket atau Pejabat terkait

14. | Evaluasi Kinerja - Siurvey Kepuasan Masyarakat

- |ndeks Kepuasan Masyarakat

- RapatInternal semua instansi terkait setfap 6 (Enam) bulan sekali

- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)

bulan sekali
- Ewvaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakal dan Pencapaian target
setfap bulan
15. | lam Pelayanan - lam Kantor 08.00 - 15.00 Wit

Jam Pelayanan 08.00 - 14.00 Wit

16. | Masa Berlaku

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas Kepala Bagan Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan
2 Prﬂ*ﬂnﬁi Rapua Barat Jasa Raharja Manokwari
’C':' e S

{ﬁhRLEE H, P HUTAURUK.SE, MM
Fembina Utama Muda
HIF‘, 19630275 198302 1 001

RVIAN RIZA YUDHAWARN, 5.505
MPP, 830923369

B8 Dipindai dengan CamScanner



10. lenis Pelayanan : Pandaftaran DUMP / Lelang / Hibah

NO KOMPONEN. LURAIAN

1. | Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Undang ~ Undang Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Rapublik Indonesia _

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lafu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang— Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusl Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Megara Bukan Pajak yang Terutang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namor 60 Tahun 2016
tontang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik indonesia
Peraturan Kapolri Nemor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikas! Kendaraan Bermotor

- Peraturan Menterl Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermator dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019

- Undang = undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 /
1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
sorta Asuransi Tanppung Jawab menurut Hukom' terhadap: pihak

l ketipa

- Undang — Undang Republik Indonesia Momor 34 / 1964 [o PP 18/
1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- Peraturan Menter| Keuangan No.16 f PMK.010 / 2017 tentang Besar
santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Keputlsan Bersama DPD Orpanda Provinsl Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persero Nemor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 /
DPR-ORGANDA / PARUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif
Rorongan luran Wajib Kendaraan Barmotor Umum

2. | Persyaratan - Fotocony KTP 2 lembar sertakan Aslinya
[sesuai identitas pemilik kendarsan yang tercantum pada SKEF)
Surat keterangan domisili bagl Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat
setempat
- Asll BPKB {Buku Pemilik Kendaraan Bermator)
- Asll STNK [Surat Tanda Nemaor Kendaraan)
- Asll SKPD {Surat Keletapan Pajak Dasrah) / Notice Pajak
Cek Fisik Kendaraan Bermotor
Surat Keputusan DUMP beserta lampiran daftar kendaraannya
- Risalah lelang
= Bukti Pelunasan DUME/Letang/Hibah

Dipindai dengan CamScanner



Sistom, Mekanisme dan | - Wajib Pajak mendatangl loket informasi / loket 1 / Loket

Prosodur Pendaftaran

- Wajib Pajak melengkapl semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas

- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik
kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh
petugas untuk dicocokkan hasiinya dengan data kendaraan yang
terlampir pada STNK dan SKPD

- Wajib Pajak mengemballkan hasil cek fisik beserta semua
persyaratan yang telah di Crosscek tadi ke loket pendaftaran
kemudian Petugas mamberikan Formulic Surat  Permohonan
fegistrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib
Pajak

- Surat — surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak dl proses, mulai dari
pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip,
pendaftaran DUMP, penetapan surat perhitungan sementara PKB,
pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 ({tigal orang
verifikator.

- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKE, BBN-KB, PKE dan
IWKBU (bagl kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi
Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada
loket kasir

- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2
fLoket Pencetakan Notice Pajak

- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan
STMEK dengan menunjukkan SKPD yang baru
Wajib Pajak yang mengurut Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
fenis mobll beban Umum maupun pribadl, mengambll resi bukt
pembayaran 'WHKBL atau AKDP pada Loket Jasa Raharja
Waljib Pajak mengambil THKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan
menunjukkan STNK dan SKPD yang baru
Wajib Pajak mengambil BFKB pada Loket Pencetakan BPKE dengan
menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor (STNE, SKPD,

THKE)
Jangka Wakiu Maksimal 2 (Dua ) Harl
Pelayanan [setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
Biaya / Tarif - Sesual NIKB Kemendagri

Sesuai tarif PNBP Kepolisian
Sesuai tarif SWDKLL dan WKBLU Jasa Raharja
Sesual tarif AKDP Jasa Raharja Putera

Produk Pelayanan - BPKB [Buku Pemillk Kendaraan Bertnotor)
- STMEK [Surar Tanda Nomeor Kendaraan)

- TNKB (Tanda Momor Kendaraan Bermotor)
- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

-  Riesi WEBU

- Resi AKDP

B8 Dipindai dengan CamScanner



Sarana Prasarana /[ - Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak
Fasilitas - Tempat Parkir Khusus Pegawal
- Tempat Parkir Khusus Disabilitas
- Tempat Cuci Tangan
= Ruang Tunggu
- Kursi tunggu wajib pajak
= AL
- Ruang tamu terhuka
< Meja dan kursi untuk mengisi formulir
- Set Komputer
Televis)
= Internet
= Mesin Fotocopy
- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp
- Kursi roda
Tollet umum
Tollet Khusus Disabilitas
- Alat pemadam kebakaran
Coffes Corner, Air mineral dan permen
Sudut baca (Buky bataan'/ Koran / mdjalah)

Ruang Laktasi

- Area bermaln anak

- Mushola

- Area Merokok
Kantin
HBox Charge Handphone
Genset

lumlah Pelaksana 12 (Dua Belas) Orang Patugas ;

Cek Fislk : 1 Orang
Pendaltaran 11 Orang
Penetapan 11 Orang
Pembayaran 1 Orang

Pencatzkan Notice : 1 Orang
Fencetakan STMK @ 1 0Orang
Pencetakan TNKB <1 Orang
Pencetakan BPKB : 1 Orang

Pengarsipan :1 Qrang
Verifikator 13 Orang
Kompetens] Pelakssna - Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikas|

Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik
Angpota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan
Pengembangan Personil Registras! dan Identifikasi

- - ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan
sertifikat
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10.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
Maklumat Pelayanan

Motto, Visi dan Misi

Kepastian blaya sesuai NJKB Permendagrl, PNBP Kepalisian,
Tarif dasar SWDKLLI dan IWKBU Jasa Raharja,

Tarif dasar AKDP lasa Raharja Putera

Jelas SOP nya

SDM yang kompeten dibidangnya

Melayanl dangan senyum, sapa, salam

Komitment bersama yang ditandatangani oleh seluruh
Aparatur Samsat

11

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Himbauan “tanpa calo”

Pembayaran diterima langsung aleh petugas Bank Papua

5kPD menggunakan Netice Khusus berlogo Papua Barat yang
memillki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asll untuk Wajib
Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk
arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning
untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi
tandatanpan team Pambina samsat

Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus beriogo lasa
Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajlb Pajak, Lembar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah Instans

STNK khusus berlopo Kepollsian Megara Republik Indonesia yang
memillki nomar register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asll
untul Pemilik Kendaraan Barmotor, Lembar kedua untuk pelaporan,
lembiar ketiga untuk arsip dalam setjap berkas Kendaraan Bermotor)
dibubuhi tandatangan petugas

TMKB mengpunakan material khusus yvang berlogo alu lintas,

BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nemor BPKB Terdaftar,
dibubuhl tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah
Instansi

12

Pengawasan Internal

Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsl Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung darl Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang
Litama Bank Papua

Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat

Pengawasan darl Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan NIKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Prov. Papua Barat
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13. | Penanganan - Kotak Pengaduan

Pangaduan, - Surat dengan alamat JI. Sujarwe Condranegoro,SH Sanggeng
Saran dan Masukan - Email : Samsatmanokwarl.PB@gmail.com

- Telp:|0986)2212285

- Whatsapp : 081247530866

- Medsos Facebook . Samsat Manokwarl

- Website : http://samsat-manokwari.com

= SPAN LAPOR Papua Barat : httg:,ﬂ.l_'La@r.gn.id
- Aplikasi E-Syiap Mansinam .
- Tatap Muka dengan Petugas Loket atau Pejabat terkait

14. | Evaluasi Kinerja = Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakal

- Rapat Internal semua instans| terkait satiap 6 (Enam) bulan sakall
Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setlap 3 (Tiga)

bulan sekali
- Ewvaluasi Pelayanan, Pepgaduan Masyarakat dan Péncapaian target
s@tiap bulan
15. | Jam Pelayanan - Jam Kantor 08.00 - 15.00 Wit

Jam Pelayanan 08.00 — 14.00 Wit

16. | Masa Beriaku 5 [Lima) Tahurn

TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas

danFﬁnclapatan Daerah Kepala Perwalkilan
i

ﬂ:’ﬁ\kﬁ ‘Rspu.a Barat lasa Raharja Manokwari

S
-\..

JASA RAHARJ:

MANOKWARI
ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.505

NPP. 830923369

NiP. 19630225 198302 1001
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11 lenis Pelayanan : Layanan Drive Thru

NGO KOMPOMNEN URALAN
1. | Dasar Hukum - Peératuran Presiden Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2015
' tentang Penyelenggaraan Sistem Adminlstrasl Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermator

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Undang = Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesiz

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumilah, Pembayaran, dan Penyetaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

- Peraturan Pemerintah Hepublik Indonesia Nomar 60 Tahun 2016
tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
vang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indanesia

- Peraturan Kapolri Nomer 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor

- Peraturan Menterl Dalam MNeperi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermaotor dan Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019

- Undang — undang Republik Indonesia Nomar 33 / 1564 jo PP 17/
1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelaksan Penumpang
serta Asuransi Tangeung Jawab menurut Hukue terhadap pihak
ketiga

= Undang — Undang Republik Indonesia Nomar 34 / 1964 jo PP 18/
1965 tentang Dana Kecelakaan Lala Lintas Jalan

- Peraturan Menteri Keuangan No. 16 f PMK.010 /2017 tentang Besar
Santunan dan Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsl Papua Barat dan PT Jasa
Raharja Persera Nomar ® /7 / 5P/ 2017 dengan Nomor SKEP 1./
DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT /11X / 2017 tentang Penetapan Tarif
Borongan luran Wajib Kendaraan Bermotor Umum

2 Persyaratan - Menunjukkan Asll KTP
{sesual fdentitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNE
dan PK8)
- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak vg ber KTP di luar samsat
setempat
- Menunjukkan Asli STNK [Surat Tanda Nomor Kendaraan |
Asll SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak
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Sistem, Mekanisme dan - Wajib Pajak datang menuju loket 1 / Loket Pendaftaran Drive Thru

Prosedur : dengan menggunakan Kendaraan Bermotor ) -

- Wajib Pajak menunjukkan semua persyaratan dan di crosscek
validitasnya oleh petugas
Surat - surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses dari
pendaftaran ulang kendaraan Bermotor sampal dengan penetapan
surat perhitungan sementara PKB.

- Wajib Pajak dapat melihat jumlah tagiban Pajak  Kendaraan
Bermoator pada layar monitor yang tersedia

- Wajib Pajak membayar biaya PKB dan IWKBU (bagi kendaraan Roda
4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Reda 4 lfenis
Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket 2 / kasir dan dapat
langsung mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru.

- Wajlb Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan
penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan
fenis mabil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti
pembayaran IWHKBU atau AKDOP bersamaan dengan SKPD [/ Notice

Pajak yang baru.
langka \Wa ktu Maksimal 5 (lima) Menit
Pelayanan: {serelah berkas dinyatakan lengkap 'dan benar)
Biaya [ Tarif = Sesual NJKB Kemendagri

- Sesual tarif PNBP Kepolisian
- Sesual tarif SWDKLL dan IWKBU lasa Raharja
- Sesual tarif AKDP Jasa Raharja Putera

Produk Pelayanan - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
- Resi [WKBU
- Resj AKDP
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10, | Jaminan Pelayanan Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Trasnparan
faklumat Pelayanan
Motto, Visl dan Misi
Kepastian blaya sesuai NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian,
Tarif dasar SWDKLLI dan IWKBU Jasa Raharja,
Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera
Jelas SOP nya
SOM yang kompeten dibidangnya
Melayani dengan senyum, sapa, salam
Komitment bersama yang ditandatangani oleh selurub
Aparatur Samsat

11. | Jaminan Keamanan dan Himbauan “tanpa calo”

Keselamatan Pelayanan Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua

SKPD’ menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Baral yang
memiliki Nomor register berurut dan dicetak 5 ranghap (ash untuk
Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, fembar hijau
untuk arsip Jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar
kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor)
ditubuhi tandatangan team Pembina samsat
Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa
Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lambar kedua
untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap
basah instansi

12, | Pengawasan !ntr:mai Pengawasan dari team Pembina sarmsat yaitu ;

Kepala Badan Pandapatan Daerah Provinsi Papua Barat,

Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat,

Kepala Perwakilan Jasa Raharja

Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat

Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang
Utama Bank Papua

Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat

Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat

Pengawasan Penetapan NIKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak
Bapenda Prov. Papua Barat
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13, | Pepanganan - Kotak Pengaduan

Pengadian, - Surat dengan alamat il. Sujarwo Condronegora,SH Sanggens
Saran dan Masukan = Emall: 5a anokwarl.Pp all.com
- Telp: (098A)2217285

- Whatsapp : 0B1247530866
- Madsos Facebook | Samasat Manokwari

- Website : hitp://samsat-manokwari.com
- SPAN LAPOR Papua Rarat : httpy//Lapor.go.id

- Aplikasi E-Syiap Mansinam
= Tatap Muka dangsn Petugas Loket atau Pejabat terkalt

14. | Evaluasi Kinerja - Survey Kepuasan Masyarakat

' - Indeks Kepuasan Masyarakat
Rapat Intornal scmud Instansd torkait sotiap & (Enam) bulan sokali

- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga)
bulan sekali
Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Wlasyarakal dan Pelcapatan tanget
setiap bulan

15. | Jam Pelayanan - J_a; E:EI‘IT.DF 08.00 - 15.00 Wit
fam Pelayanan 08.00 —14.00 Wit

16. | Masa Berlaku 5 {Lirna) Tahun

TEAM PEMBINA SAMSAT

£ ‘mk.l_ur Lalu Lintas Hepala angn Pendapatan Daerah Kepala Perwakilan
Malisg aBarat o Prmsr&hl“apua Barat lasa Raharja Manokwari

FKONOSIK ‘EﬂHRLES H P HLFTAUHUH.-SE M ARVIAN RIZA YUDHAWARN, 5.505
P 72060306 Pembina Utama Muda NPP. B30923369
NIF. 19530225 1983021 001
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